
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
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TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUANANAMBAS,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang PerangkatDaerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di BidangKesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

21. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4879):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

4.



Menetapkan

-2-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan PerangkatDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539),

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194):

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 53),

7.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten KepulauanAnambas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

(2) Intensitas beban kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan
dengan intensitas sedang.



3

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai, kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang
terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum
Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan pengisian jabatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 20 Dese er 2019
BUPATI KEPULAGANANAMBAS

L HARIS
Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN BAS
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